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ABSTRAK

Menurut pendapat Sayyid Qutb bahwa dalam bidang ekonomi seseorang tidak boleh
memaksakan diri berhutang sebelum ia meninjau terlebih dahulu kekayaan yang dimilikinya,
masih cukup atau memang tidak mencukupi. Demikian pula halnya dengan negara, suatu
negara tidak boleh mengimpor barang dari negara lain sebelum ia meninjau kekayaan yang
dimilikinya, dan juga kemampuan yang ada padanya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan tipe penelitiannya
bersifat preskriptif. Data-data yang dikumpulkan bersumber dari data primer dan sekunder,
dan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan interpretasi logis melalui klasifikasi hokum
Islam, yaitu maslahat atau madarat. Adapun metode yang digunakan dalam analisis data
adalah induksi dan deduksi dengan menggunakan pendekatan normative.

Menurut ulama kontemporer bahwa bunga yang diperbolehkan hanyalah bunga
pinjaman produktif, bukan konsumtif, sebagaimana dipraktekkan pada bank konvensional.
Dalam transaksi hutang piutang antar negara, negara peminjam biasanya negara berkembang
yang dalam keadaan mendesak membutuhkan banyak dana, sehingga persyaratan apapaun
yang ditetapkan oleh negara kreditur tidak akan banyak dipertimbangkankarena negara
peminjam tidak mempunyai bargaining position sama sekali. Pemanfaatan hutang luar negeri
oleh Indonesia tidak memihak pada kepentingan rakyat banyak sehingga menimbulkan
kesengsaraan. Hutang luar negeri dipandang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar
perekonomian Islam.

Key word: Hutang, negara maju, negara berkembang, ekonomi Islam
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Persembahan

Buat Mamih, Bapak

dan kedua adikku:
Harkat dan Daus
Serta Kakakku, K* Bany



Which is the greater crime, to rob a bank or to own one?
Manakah yang lebih jahat, merampok bank atau menjadi pemilik bank?

—Bertold Brecht—

“Saya katakan pada Anda bahwa Perang Dunia Ketiga sudah dimulai. Inilah
perang yang meluluhlantakkan Brazil, Amerika Latin, dan praktis semua Kawasan
Dunia Ketiga. Bukan tentara yang tewas, tapi anak-anak. Bukan penghancuran
jembatan vyang terjadi, tetapi pabrik-pabrik, rumahsakit, dan keseluruhan

perekonomian. Inilah perang terhadap hutang luar negeri, perang yang
dijalankan dengan senjata utamanya: bunga uang!”

Lulq da Silva, Pemimpin Partai Buruh Brazil
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9, Huruf Besar

Dalam transliterasi ini digunakan juga huruf kapital sesuai dengan
kctentuan kaedah Bahasa Indonesia yang benar (EYD) seperti pada awal
kalimat atau nama diri. Namun bila didahului oleh kata sandang alif + lam,
maka yang ditulis dalam huruf kapital adalah awal huruf kata tersebut, bukan

huruf awal kata sandang, Misalnya Tafsir a/-Qur'an, bukan Tafsir Al-quran.

10. Kata-kata dalam rangkaian kaiimai ditulis menurut penulisannya berdasarkan

11.

translitersi. Contoh:

oA g ditulis zawi al-furud
i ditulis ah! as-sunnah

Nama-nama kota yang terkenal ditulis sesuai dengan nama yang dikenal itu,

misalnya 3 ,2& ditulis Kairo, bukan al-Qahirah, 3+ ditulis Damaskus, bukan

Damsyiq. Tetapi beberapa nama lainnya yang dianggap kurang dikenal

ditulis scsuai dengan transliterasi cjaan aslinya, misalnya j—— ditulis

dengan Hijaz.
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BABI

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah

Kehidupan dan peradaban manusia cenderung terus berkembang seiring
dengan perkenmbangan zaman yang mengarah pada suatu pola kehidupan dan
peradaban mcdern. Perkembangan tersebut mengakibatkan semakin l:ompleksnya
aspek-aspek kehidupan dalam mﬁsyarakat, sehingga semakin tinggi pula
keterkaitannya dengan kegiatan-kegiatan ekonomi. Karena itulah sangat sulit bagi
sistem ekonoiui manapun untuk sedikit memperhitungkan peran negara dalam

kehidupan ekcnomi masyarakatnya.

Demikian pula akan sulit bagi negara dalam mengatur perekonomian
bangsanya hanya dengan mengandalkan sumber daya dari dalam negeri sendin
saja. Hal ini disebabkan karena semakin luasnya jaringan-jaringan perekonomian
di seluruh dunia. Apalagi dalam memasuki milenium ketiga, dunia yang sudah
7.semakin mengglobal ini bertambah maju dengan pesatnya dan terasa semakin
Fempitl tanpa adanya batas antamegara dengan ditandai oleh perubahan yang
;;angat substantif khususnya menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan
'eknologi yang berimplikasi kepada perubahan sosial, budaya dan lingkup

erekonomian yang juga semakin mengglobal.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan tantangan globalisasi serta

:mampuan sarana surnber daya yang tersedia di suatu negara, mengharuskan

1



dilakukannya upaya untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik bagi
masyarakat dar suatu negara tersebut. Karena itulah, di era globalisasi sekarang
i, tidak ada satu negara pun yang mampu berdiri sendiri membangun
perekonomian bangsa tanpa adanya bantuan dari negara lain, terlebih lagi bagi

negara berkembang.

Negara berkembang, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut developing
country (negéra yang sedang membangun), tentu memeriukan banyak sekali dana
yang harus diperoleh sebagai modal pembangunannya. Pembangunan merupakan

mekanisme yang harus diselenggarakan oleh sebuah negara dalam mewujudkan

cita~cita dan tujuannya.

Secara umum pembangunan meliputi bidang fisik maupun non-fisik yang
dijalankan secara bersama untuk mencapai keseimbangan antara kesejahteraan
lahir dan batin dalam rangka membangun manusia seutuhnya. Secara fisik
diperlukan sarana dan prasarana yang dapat mendukung dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat serta generasi mendatang, D

Pembangunan sangat identik dengan modal atau pendanaan baik dari
dalam negeri yang berupa hasil kekayaan alam serta sumber penerimaan lain
' ;seperti pajak, maupun sumber lainnya. Penerimaan dana dari dalam negeri

<adangkala tidak mencukupi untuk mendanai seluruh proyek yang telah disusun

"} Syafiq Mahmadah Hanafi, “Hutang Luar Negeri antara Kebutuhan Rasional
an Kebutuhan Etis”, dalam Asy-Syir‘ah, Jurnal Ilmu Syari’ah, No. 7 tahun 2000,
‘ogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2000, hlm. 28,



sehingga diperlukan modal dari luar negeri sebagai bentuk pinjaman yang harus

dikembalikan setelah jatuh tempo dengan segala kompensasinya.?

Berbagai rupa masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang
sampai sekarang tetap berpijak pada tingkat hidup yang rendah dan sebagian besar

penduduknya berada dalam keadaan yang ditandai dengan “kemiskinan massal”.”

Kebanyakan negara berkembang sangat tergantung kepada lalu-lintas
perekonomian internasional, termasuk dari pasar dunia. Dalam hal ini permintaan
akan bahan mentah oleh dunia industri di negara-negara maju sangat menentukan
perekonomian di negara-negara berkembang seperti di Asia Tenggara, khususnya
Indonesia yang mempunyai sistem “ekonomi terbuka” WNegara-negara tersebut
menghasilkan bahan mentah yang sangat mempengaruhi scluruh pendapatan
nasional. Perdagangan intermasional pun sangat berpengaruh terhadap penentuan
kebijakan dan percepatan pembangunan, sehingga jika terjadi stagnasi dalam
kegiatan ekonomi di negara-negara maju, maka pengaruhnya segera terasa dalam

masyarakat di negara-negara berkembang. ¥

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di kawasan Asia Pasifik,
selain memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan letak yang strategis
tetapi juga memiliki banyak sekali kelemahan, di antaranya adalah faktor sumber

daya manusia (SDM) yang masih sangat rendah, sehingga seringkali potensi alam

2 1hid.

% Soemitro I}?{uo‘)iohadikoesoemo, Indonesia dalam Perkembangan Dunia
(Jakarta: LP3ES, 1981), hlm. 1.

Y Ibid., him. 8.



yang ada kurang bisa digali dan dimanfaatkan. Kurangnya tenaga ahli dalam
berbagai bidang pekerjaan, ilmu pengetahuan serta manajerial, menjadikan
Indonesia sangat membutuhkan modal untuk mengembanpkan segala potensi yang ada.

Modal tersebut bisa didapat dari negara-negara yang dikategorikan maju,
seperti Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Prancis, Belanda, dau lain-lain sebagai
negara donor yang tergabung dalam CGI (Consultative Group on Indonesia), IMF
(International Monetary Fund), World Bank, dan lain-lain yang memberikan
bantuan kepada negara-negara berkembang berupa pinjaman/hutang luar negen

yang digunakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Akan tetapi pinjaman/hutang tersebut mengandung konsekuensi-
konsekuensi tertentu, karena negara-negara donor pada umumnya memiliki sistem
ekonomi kapifcalis yang membolehkan penimbunan kekayaan, eksploitasi buruh,
dan pengga.ﬁén keuntungan sebanyak-banyaknya dari hasil usaha mereka,
sechingga dalam pemberian pinjaman terhadap negara-negara berkembang pun
mereka akan sangat memperhatikan dan memperhitungkan seberapa banyak
keuntungan yang dapat diperoleh dar potensi-potensi yang dimiliki oleh negara

penerima dengan cara menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu,

i Seringkali jumlah bantuan/pinjaman yang disediakan oleh negara donor

l|kredi1‘u.r) melampaui batas kemampuan negara penerima (debitur) untuk
J::engalokasman dana tersebut, bahkan tidak jarang pinjaman yang diberikan itu
sbenarnya tidak dibutuhkan oleh negara penerima, melainkan kemauan dari
>gara donor yang memiliki maksud-maksud tertentu, di antaranya adalah untuk

embuka akses terbadap sumber-sumber bahan baku penting bagi negara donor,



memfasilitasi masuknya barang-barang ekspor dari negara donor ke negara
penerima pinjaman, memfasilitasi investor yang berasal dari negara donor dalam
menanamkan modalnya, serta meningkatkan ekspor dari negara donor, selain itu
juga agar neéara penerima pinjaman berperilaku dalam pergaulan internasional
sesuai dengan yang dikehendaki oleh negara donor.

Dengan banyaknya maksud dan tujuan dari negara donor dalam
memberikan pinjamannya kepada negara berkémbang, ditambah birokrasi yang
korup dari negara penerima, maka bisa dipastikan pinjaman itu seringkali tidak
berada dalam kepentingan negara penerima. Selain itu dalam prakteknya terlih_gt
juga bahwa negara penerima mempunyai bargaining position yang lemah
terhadap negara-negara donor, karena seringkali dipaksa untuk menerima
persyaratan-persyaratan yang tidak meﬁguntungkan negara penerima (debitur).
Karena itulah, praktek peminjaman/hutang luar negeri seperti itu lebih sering
menimbulkan beban bagi rakyat dari negara penerima daripada menumbuhkan
perekonomian bangsa. Beban itu tidak saja berupa beban pembayaran kembali
yang harus dikumpulkan dari kantong rakyat, tetapi juga telah menurunkan

" kualitas kesejahteraan masyarakat.

, Kebanyakan negara penerima bantuan (pinjaman) tidak menyadari bahwa
t

‘ioesarnya ketergantungan proses pembangunan ekonomi di suatu negara terhadap

i

imtang luar negeri dapat juga menjadi salah satu penyebab besarnya economic
;ulnerability (beban ekonomis) negara-negara tersebut terhadap gejolak eksternal
zlobal). Selain itu, semakin besar investasi dan hutang serta semakin tinggi

antuan perkapita, maka akan semakin rawan ekonomi negara penerima tersebut



terhadap gejolak politik dan ekonomi dunia yang menandakan bahwa sebenarnya
¢konomi pegara penerima belum mapan walaupun laju pertumbuhan  ekonominya

tinggi.s)

Dalam hal ini maka perlu disebutkan pendapat Sayyid Qutb, bahwa
dalam bidang ekonomi seseorang lidak boleh memaksakan diri berhutang sebelum
ia meninjau terlebih dahulu kekayaan yang dimilikinya, masih cukupkan atau
memang tidak mencukupi. Demikian pula halnya dengan negara. Suatu negara,
menurut Sayyid Qutb, tidak boleh mengimpor barang dari negara lain sebelum ia
meninjau kekayaan yang dimilikinya, dan juga kemampuan yang ada padanya.®
Beliau menyatakan bahwa kita melihat dan menemukan kenyataan adanya
persoalan kemasyarakatan yang tidak mudah dipecahkan, kita juga mengetahui
adanya aturan kemasyarakatan yang tidak mampu merealisasi keadilan di tengah-
tengah masyarakat, maka sudah menjadi tugas kita semua sebagai umat Islam

untuk mewujudkan keadilan itu.”

Dari latar belakang permasalahan di atas, penelitian ini hendak melihat
praktek hutang—piutang dalam dunia internasional (antara negara maju sebagai
kreditur dan negara berkembang sebagai debitur) dari perspektif Islam.
. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini hendak melibat apakah praktek dan

"‘)roses serta implikasi dari pinjaman Iuar negeri itu sesuai atau tidak dengan

‘ *} 1, Bramantyo Djohanlputro, dkk., Perekonomian Indonesia Menyongsong
tbad XX1, Jakarta: Sinar Harapan, 1998), him. 20.

9 Sa id Qutb, Keadilan Sosial dalam [slam, terj. Afif Muhammad, cet.2
Jandung: Penerbit Pustaka, 1994), him. 1.

? Ibid,



kaidah-kaidah sistem perekonomian Islam vyang, pada dasarnya, lebih
mengutamakan moral dan kemaslahatan manusia. Sedangkan sistem
perekonomian kapitalis lebih mengutamakan keuntungan, hal ini bisa
diindikasikan, di antaranya, dari beberapa hal, yaitu: sistem hutang yang
didasarkan pada bunga (inferest), tidak adanya unsurtawar menawar yang adil
dalam perjanjian hutang-piutang tersebut, dan adanya unsucr eksploitasi dari

negara donor (kreditur) kepada negara penerima (debitur).
B. Pokok Masalal

Untuk lebih memfokuskan dalam pembahasan, secara rinci permasalahan
yang dikaji dalam studi ini dapat dirumuskan berikut ini:
“Bagaimanakah perspekiif hukum Islam tentang praktek pemberian

hutang dari negara maju kepada negara berkembanp, terutama dalam kasus

Indonesia?”

C. Tujuan dan Kegunaan
Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk melihat praktek hutang-piutang yang dilakukan negara-negara maju
ataupun ie¢mbaga keuangan internasional dalam memberikan pinjamannya

kepada neyara berkembang, yakni Indonesia. -

). Untuk mentilai persoalan yang telah dirumuskan di atas, yakni masalah yang
berkaitan dengan praktek hutang-piutang dalam dunia internasional, dengan
perspektif prinsip dasar ¢konomi Islam, apakah transaksi hutang-piutang itu

memmbulkan maslahat atau madarat.



Adarun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Memberikan wacana yang lebih komprehensif tentang praktek-praktek
ekonomi terutama berkaitan dengan transaksi hutang-piutang dzlam dunia
internasional.

2. Menambah pemahaman tentang prinsip dasar ekonomi Islam dan aplikasinya

terhadap praktek hutang-piutang dalam skala dunia internasional.

D. Telaah Pustaka

Penelitian atau pembahasan tentang praktek-praktek ekonomi dalam
literatur keislaman memang sudah cukup banyak, namun penelitian mengenai
pemberian hutang dari negara maju (sebagai negara donor) dengan model
kapitalis ditinjau dari sistem ekonomi Islam, menurut penyusun, maéihjarang
dilakukan. Sebab pembahasan tersebut pada umumnya hanya merupakan sub-
bagian dari sebuah penelitian yang telah ada, Dengan demikian, sejauh
penelurusan penyusun terhadap penelitian-penelitian terdahulu, tema yang
penyusun keniukakan dalam skripsi ini belum ada yang membahas, sehingga
karya penelitiun ini bukanlah merupakan bentuk duplikasi.

Oleh karena yang menjadi pembahasan qalam permasalahan adalah
Iténtang hutarg piutang yang terjadi dalam dunia internasional, maka bahan
t.pustaka atau tuku-buku yang digunakan dalara penulisan skipsi ini adalah yang
”‘Jerkaitan dengan hutang piutang.

Ahmad Azhar Basyir, dalam bukunya yang berjudul Hukum Islam
mtang Riba, Hutang Piutang dan Gadai, menyatakan bahwa pengertian hutang

iutang adalar pemberian milik dari pihak berpiutang kepuda pemberi hutang



dengan ketentuan akan dibayar kembali dalam waktu yang telah ditentukan.”

Dasar adanya hutang piutang dalam Islam adalah firman Allah SWT dalam surat

surat al-Bagarah dan al-M4’idah sebagai berikut:”
0L a S Bl & diniad L L 3 B o a5 o

DL Oy EYV e Vg g Ny (il Tl e Vgl

Pemberian hutang dari negara;negara maju sebagai negara donor pada
umumnya menganut sistem ekonomi kapitalis. Gregory Grossman dalam bukunya
Sistem-sistem Ekonomi mendefinisikan bahwa kapitalisme merupakan suatu
sistem ekonomi di mana kekayaan produktif terutama dimiliki secara pribadi, dan

kegiatan produksi terutama dilakukan untuk penjualan.’?

Tujuan pemilikan pribadi adalah untuk mendapatkan suatu keuntungan
yang besar dari penggunaan kekayaan produktif Ini sangat jelas bahwa motif
mencari keuntungan bersama-sama dengan lembaga “warisan leluhur™ yang
dipupuk oleh hukum perjanjian, merupakan mesin kapitalisme dan pendorong

ekonomi yang besar dalam sejarah sampai saat ini.">

% Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Riba, Hutang Piutang dan Gadai,
cet.2 (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1983), hlm. 41.

% Ibid.
‘9 Al-Baqarah (2) : 245.
) Al-Ma’idah (5) ; 2.

2 Gregory Grossman, Sisten-sistem Fkonomi, terj. Anas Sidik (Jakarta: Bumi
ksara, 1995), bl 47, eIJ (

) 1bid.
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Dalam ekonomi kapitalis, penimbunan kekayaan dar. konsumsi pribadi
yang berlebihan serta eksploitasi terhadap pekerja dan buruh, sudah menjadi
model dan ciri khasnya. Maka dalam kebijaka pemberian hutang kepada negara
berkembang pun selalu mengunakan sistemn bunga/inferest untuk memperoleh
keuntungan yang sebesar-besarnya dari eksploitasi kebijakan mereka dalam
ekonomi dan politiknya, sehingga bisa menimbulkan ketidakadilan di pihak
negara penerima pinjaman. Hai-hal seperti ini tentu saja tidak sesuai dengan
sistem ekonomi Islam yang melarang riba dan ekspliotasi serta menjunjung tinggi

keadilan dan kemaslahatan m:;musia.

Riba atau yang sering disebut dengan bunga, menuruf Umer Chapra
dalam bukunya A/-Qur’an Menuju Sistem Moneler yang Adil menyatakan bahwa
bunga dapat diartikan sebagai keuntungan positif dari transaksi hutang piutang
untuk menjalankan suatu kegiatan usahan yang telah ditentukan sebelumnya,

terlepas dari apapun hasil akhir kegiatan usaha tersebut dijalankan.'® Sistem

ekonomi kapitalis menganggap bahwa bunga pada dasarnya adalah harga, dan
seperti harga pada umumnya berfungsi untuk mengalokasikan dana pinjaman atas
- ' dasar kemampuan membayar harga, sehingga akan bisa mengalokasikan sumber

dana secara optimal. Hal ini menimbukan satu pandangan bahwa jika dalam dana

' ‘pinj'a.man tidak ada bunganya, maka permintaan akan pinjaman itu dapat melonjak
|

dan tidak ada satu mekanisme pun untuk menyeimbangkan permintaan dan

_ ' M. Umer Chapra, A-Qur'an Menuju Sistem Moneter vang Adil, terj. Hakim
Yogyakarta: PT, Dana Bhakti Primayasa, 1997), him. 38.



il

penawaran itu. Ini mengandung arti bahwa bunga merupakan salah satu cara yang

paling objektif untuk mengalokasikan dana."

Menurut Max Weber, “Etika Hidup” Protestan bukan hanya memaafkan
atau membolehkéin bahkan mengagungkan penimbunan kekayaan tanpa batas
yang sebenarnya merupakan sikap {idak berperasaan dalam masvarakat. Jadi etika
seperti itu termasuk di antara sifat-sifat lain yang patut dicela. Membenarkan
penetapan upah yang eksploitatif untuk menjamin ketinggian produktifitas dan
menekankan pelayanan yang penuh ketaatan dan rajin kepada para majikan,

digunakan sebagai cara atau jalan keselamatan bagi kaum buruh.'®

Berbeda jauh dengan nilai moral Islam yang tidak mempekenankan
eksploitasi terhadap kaum miskin oleh kaum kaya. Etika Islam juga tidak akan
memberikan ampunan terhadap orang yang memiliki tabungan dan investasi tanpa
batas, dengan fidak mempeﬁimbangkan konsekuensi sosial dari tindakannya itu.
Islam mengharamkan jor-joran konsumsi pribadi, tetapi memuji sadaqah sebagai
sarana meratakan distribusi kekayaan, sekaligus sebagai sarana untuk mencapai
kebahagiaan spriritual. Kekayaan prbadi merupakan amanat suci yang harus dindkmati

'bersama, terutama oleh kaumn fakir miskin dan orang yang lebih membutuhkan '

| Menurut Khoiruddin Nasution, Islain sangat menekankan anjuran tentang

keadilan bagi seluruh umat manusia dengan sistem sosial ekonominya untuk

) Ibid,

_ m_) Syed Nawab Haider Naqvi, Ktika tmu L-konomi: Suatu Sintesis Islami, terj.
lusein Anis dan Asep Hikmat (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 113.

) 1bid,
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memenuhi kebutuhan bagi semua orang, sesuai dengan kodrat mereka sebagai
khalifah di muka bumi. Hal ini pula yang mendorong adanya distribusi
pendapatan yang merata dan yang mendorong adanya nilai-nilai kehidupan yang

sesuai dengan tujuannya. ) Muhammad Abduh memandang bahwa bunga yang

diberikan oleh lembaga keuangan scharusnya tidak menimbulkan adanya
pemerasan atau eksploitasi, juga tidak adanya unsur-unsur yang menindas orang-
orang miskin atau orang-orang yang sangat mmembutuhkan pertolongan. Jika tidak,

maka akibatnya akan muncul ketidakadilan.'”

Sementara itu negara-negara berkembang sebagai debitur, banyak
mengalarni masalah yang disebabkan karena menumpuknya jumliah pinjaman atau
hutang dari negara‘ donor sebagai kreditur. Menurvt 1.B.M. Santika dalam
bukuknya yang berjudul Sosok Demokrasi Indonesia, selama Pelita 1 (satu)
sampai Pelita V (lima) dapat di-simpulkan bahwa pinjaman luar negeri yang pada
awal Pelita hanya sebagai pelengkap, maka pada akhir Pelita V menjadi faktor

penentu dalam membiayai kebutuhan dan pembangunan bangsa.”®

Mohammad Bedjoui dalam bukunya Menuju Tata Ekonomi Dunia Baru
‘menuliskan bahwa hutang yang semakin berat pada akhimya merupakan suatu
'ifenomena struktural yang pengarubhnya sudah dirasakan jauh sebelum krisis

i - . . - - » .
skonomt imternasional yang melanda kawasan Asia Pasifik dewasa ini. Menurut

®) Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran
r.{uhammadAbduh cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), him. 60.

% 1bid

* |.B.M. Santika, Sosok Demokrasi Ekonomi indonesia (Surabaya: Surabaya
ost, 1993), him, 391.
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Komisi Lester Pearson, demikian tulis Bedjoui, pada tahun 1977 pembiayaan
hutang (yakni pembayaran kembali vang pokok dan pembayaran bunga tahunan)
akan melebihi jumlah selurub pinjaman baru sebanyak 20% di Afrika, dan 30% di
Amerika Latin, Dengan perkataan lain, pinjaman baru yang dirasakan perlu oleh
suatu negara untuk dapat membiayai perkembangannya, lernyata tidak
dimanfaatkan untuk keperluan itu, malah tidak cukup untuk membayar cicilan

tahunan hutang sebelumnya,*”

Dengan demikian, menurut Bedjoui, negara yang baru terbentuk harus
mencari pinjaman lagi secara teratur dan pinjaman itu tidak akan dapat
dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan, tetapt justru untuk membayar

hutang yang tidak pernah habis-habisnya.””

Islam memandang masalah ekonomi tidak dan sudut pandang kapitalis
yang memberikan kebebasan penuh serta hak kepemilikan mutlak kepada individu

dan menggalakkan usaha secara perseorangan.” Di bawah sistem ekonomi Islam,

penumpukan kekayaan -oleh sekelompok orang dapat dihindarkan, dan langkah-
- langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran kekayaan kepada
‘anggota masyarakat yang belum bernasib baik. Sistem ekonomi Islam merupakan
ﬁistem ckonomi yang adil dan seksama, serta berupaya menjamin kekayaan tidak
- ‘lterkumpul pada seseorang atau sekelompok orang saja, melainkan dapat

|
1

: ) Mohammad Bedjou, Memé/'u Tata Ekonomi Dunia Baru, terj. Suryatim, cet.2
Jakarta: Gunung Agung, 1985), him.35.

2 Ibid

) Sayyid Qutb, Keadilan Sosial, hir. 10.
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terdistribusikan secara merata®? Hal ini digambarkan oleh firman Allah SWT

dalam surat al-Hasyr sebagai berikut:
B o Sae etV oy B 0 Y (S
E. Kerangka Teoretik

Hutang luar negeri merupakan kebijakan ckonomi yang identik dengan
negara berkembang dalam menjalankan perekonomiannya. Negara-negara
berkembang biasanya tidak mempunyai modal yang cukup untuk mendanai
pembangunan dalam negerinya, sehingga diperlukan beberapa upaya dalam
rangka penggalian dana sebagai kebutuhan pokok penumang pembangunan.
Namun demikian, dengan meminta bantuan/pinjaman dari negara donor, bukan
berarti tidak ada masalah lagi dengan pembangunan. Seringkali hutang luar negeri
diberikan oleh negara-negara donor déngan maksud dan tujuan tertentu guna
mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari negara penerima. Selain juga
ketergantungan yang berkepanjangan ditambah penggunaan dan pengelolaan yang
tidak optimal, akan menyebabkan akumulasi/penumpukan hutang yang bisa

memperparah kondisi perekonomian suatu negara penerima.,

l Islam mengajakan bentuk-bentuk perekonomian, baik berupa pesan

imoral dalam ajarannya maupun prakiek yang dikembangkan umat generasi awal.

I?ﬁnsip—prinsip muamalah merupakan teori dasar sebagai pengembangan nilai-

) Ibid., hlm. 11.

) Al-Hasyr (59): 7.
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nilai relijius yang dapat dijadikan pedoman umum dan baku dalam beraktifitas di

segala bidang.

Dalam hal pemberian hutang, banyak sekali ayat-ayat al-Qur’an yang
menganjurkan pembeian hutang kepada orang yang membutuhkan, dan
menjelaskan adab berhutang-pintang sesuai dengan ajaran Islam. Al-Qur’an
menganjurkan untuk memberi hutang atau pinjaman kepada orang yang
membutuhkan sesuai dengan kebutuhannya, serta mengajarkan orang yang

mampu sebagai pemberi hutang yang baik.
\ 1 .

2 e S8 iy oS a0 whaas L Lo 5 gz 55 O)
Dalam realitas kehidupan, Allah SWT menciptakan makhluk-Nya dalam
tingkatan ekonomi yang berbeda. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Demikian
halnya dengan negara, ada negara yang tingkat ekonomi perkapitanya tingg, dan
ada juga yang rendah. Hal ini tidak lain dimaksudkan agar dapat tercipta

harmonisasi dengan jalan kerjasama dan saling membutuhkan.
L—"rL"rG-"JU TLFRT IRV RN T S| L?u‘”-c.sl’rg"“"fgj"""m_ﬂ

’ . " [

0 ghonts B Aamidl oy 4 b gl oS

. Hutang piutang dimaksudkan Allah untuk kebaikan dan kemastahatan
Lkedua belah pihak (debitur dan kreditur). Prinsip yang ditekankan al-Qur’an
‘adalah bahwa hutang-piutang tidak boleh merugikan salah satu pihak, kreditur

itaupun debitur,

) At-Tagabiin (64) : 17.

*" An-Nahl (16) : 71.
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) uj..mU:J ‘3’_) uj.o.UaJ Y {._<.“}.A\ P88y vgﬁ V-LJ- O'I‘)
Debitur )-,'ang baik adalah yang memikirkan bagaimana nantinya ia akan
mengembalikan hutangnya. Dalam konteks npegara hal itu berarti bagaimana

hutang luar negeri itu tidak membebani generasi yang akan datang, karena hal itu

bisa menimbulkan kelemahan generasi penerus.
V8 g ) saals gle | gt Bl 3y )5 gl (e 1S5 g pdll o]
2 |4y

Dalam beberapa ayat-ayat al-Qur’an yang telah disebutkan di atas,
terkandung prinsip-prinsip yang bernilai tinggi tentang etika dalam melakukan
hutang-piutang. Pada dasarmya prinsip ekonomi yang ditekankan oleh al-Qur’an
adalah bahwa alat produksi dan sumber daya alam yang mendukung kehidupan
manusia telah disediakan oleh Allah. Seseorang tidak berhak secara bebas
mengambil dan mengeksploitasi sumber daya alam sekehendaknya, sebagaimana
ia juga tidak berhak menentukan garis pemisah anlara yang hugy dan yang batil
dengan seenaknya.’” Sechingga pemanfaatan hutang piutang pun ditujukan untuk

-kemaslahatan manusia bersama-sama.

*) Al-Bagarah (2) : 279.
*) An-Nisa’ (4) : 9.

] 0 Abul A’la al-Maududi, Ksensi Al-Qur’an, terj. Ahmad Musiim (Bandung:
lizan, 1984), hlm. 69.
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Dalam mempraktekkan kegiatan ekonomi, masyarakat Muslim harus
memperhatikan  prinsip-prinsip perekonomian Islam sebagai berkut, demi
menjaga kemaslahatan bersama:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang
ditentukan lain oleh al-Qur’an dan Sunnah Rasul SAW.

2. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan
menghindarkan madarat dalam hidup bermasyarakat.

3. Muamalah dilakukan atas dasat suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.

4. Myamalah dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari
unsur-unsur penganiayaan, tidak adanya usaha untuk mencari-cart kesempatan

dalam kesempitan orang lain.>"

F. Me¢tode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, secara umum penyusun gunakan metode

penelitian sebagai berikut:
1. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan murni ({ibrary research),
| sehingga penggalian data kepustakaan baik berupa buku, enstklopedi, jurnal,
- majalah, surat kabar, dan sebagainya, merupakan cara primer untuk menjawab

‘ permasalahan yang hendak dibahas.*?

' ) Ahmad Azhar Basyir, Azas-azas Hukum Muamalat (Yogyakarta: UTI Press,
1995), hm. 10.

*? Saifuddin Azwar, Metode Penclitian, cet2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
1999), hlm. 8.



18

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

preskriptif, yaitu menilai masalah yang ada dalam pokok bahasan secara kritis-

analitis, yakni apakah permasalahan itu sesuai dengan hukum Jslam atau tidak. >

2. Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data, penyusun menggunakan metode
penggalian data pustaka yang berupa penelitian terhadap literatur-literatur yang
membahas tentang sistem pinjam-meminjam (hutang-piutang). Adapun data-data
yang dikumpulkan terdiri dari dua macam, yaitu data primer dan data sekunder:>?

a. Data primer. Data primer diambil melalui penelitian terhadap literatur-literatur
tentang proses transaksi hutang-piutang di dunia internasional, khususnya
dalam sistem perekonomian kapitalis, dan akibat-akibat yang ditimbulkan dari
adanya hutang-piutang antar-negara tersebut. Selain itu, data primer juga
diperoleh dengan cara menelaah literatur-literatur vang berisi tentang
ketentuan-ketentuan transaksi hutang-piutang menurut sistem perekonomian
Islam, dalam hal ini adalah pendapat para ulama dalam kitab-kitab figh.

b. Data sekunder, merupakan sumber yang tidak secara langsung berkaitan
dengan pokok bahasan tetapi masih ada kaitannya. Karena itu data sekunder
yang diambil dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari literatur-literatur yang
membahas tentang perbankan, sistem bunga dalam bank, perjanjian internasional,
literatur-literatur yang membahas tentang sumber daya alam dan sumber daya

manusia dalam kaitannya dengan dunia intemasional, dan lain sebagainya.

*) Ibid.

* Ibid., hlm. 36.



19

3. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul dianalisis sccara kualitztif dengan
interpretasi logis melalui klasifikasi hukum Islam, vaitu masiahar atau madarat.
Adapun metode yang digunakan dalam analisis data ini adalah induksi dan
deduksi. Metcde induksi digunakan ketika didapati data-data yang mempunyai
unsur-unsur kesamaan kemudian dan situ ditarik menjadi kesimpulan umum.
Sedangkan metode deduksi digunakan sebaliknya, yaitu pengertian umum yang
telah ada dicartkan data-data yang dapat menguatkannya. Dengan menggunakan
metode tersebut akan dijelaskan hubungan antara dua variabel, yaita proses
transaksi hutaag luar negeri di satu pihak dan maslohat atau madarat menurut
prinsip dasar ekonomi Islam di pihak lain.

4. Pendekatan

Dalarn penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan normatif, yakni
dengan melihat dan menjawab permasalahan dari sudut pandang sistem ekonomi

Islam yang berdasarkan al-Qur’an, Sunnah Nabi SAW, dan pendapat para ulama.

(. Sistematika Pembahasan

Untuk mensistematisasi pembahaan, penyusunan hasil penelitian ini
'dibagi ke dalam lima bab. Bab pertama berupa pendahuluan yang memuat latar
- belakang masalah, pokok masatah, tujuan dan kgunaan penelitian, telaah pustaka,

kerangka teoreiik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

' Bab kedua membicarakan tentang hutang luar negeri dalam”

rerekonomian Indonesia, dan merupakan suatu deskripsi yang menggambarkan
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1

bagaimana kondisi perekonomian Indonesia yang dibangun di atas dana pinjaman
dari luar negeri. Bab ini memuat, pertama, bahasan tentang permasalah hutang
luar negeri Indonesia, yang akan membicarakan tentang latar belakang hutang luar
negeri I[ndonesia dan beban hutang luar negeri Indonesia. Kedua, kerjasama
ekonomi antainegara dan ketergantungan terhadap hutang luar negeri. Sub-bab ini
akan membahas tentang lembaga-lembaga multilateral pemberi pinjaman dan
ketergantungon Indonesia terhadap hutang luar negeri. Ketiga, adalah tentang
dampak hutang luar negeri terhadzp perekonomian Indonesia yang digambarkan
dengan adanya ekploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam

rangka praktex hutang-piutang dimaksud.

Bab ketiga memaparkan tentang prinsip-prinsip hutang-piutang yang
didasarkan pida sistem ekonomi Islam, yaitu meliputi penbahasan tentang
prinsip-prinsip dasar 'perekonomian Islam tentang hutang-piutang, yang terdiri

| dan subbahasan: istilah hutang dalam al-Qur’an, prinsip hutaug-piutang dalam al-
Qur’an; serta pembahasan tentang bunga pinjaman menurut hukum Islam.,

Adapun bab keempat merupakan bagian analisis terhadap sistem

- pemberian hutang model kapitalisme ditinjau dari  segi prinsip-prinsip

;perekonomian Islam, Bab ini menganalisis sistem hutang-piutang antar-negara

‘,. ditinjau dari segi prinsip dasar ekonomi Islam, meliputi subbahasan: etika hutang-

piutang menurut Islam, dan hutang luar negeri dalam perspektif ekonomi Islam.

Sedangkan bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan

lan saran-saran.



BAB 1V

SISTEM HUTANG LUAR NEGERI
DITINSUAU DARI SEGI PRINSIP DASAR EKONOMi ISLAM

A. Etika Hutang Luar Negeri

Islam sebagai agama pembawa rehmat, ketentuan-ketentuan hukumnya
manusiawi, adil dan menuju kedamaian hubungan antar-manusia, tidak
memandang realitas kehidupan manusia dengan sebelah mata, melainkan
menilainya dari berbagai dimensi dan sudut pandang. Hal yang membedakan
antara sistem Islam dengan sistem lainnya adalah bahwa antara ekonomi dan

akhlak tidak penah terpisah sama sekali.” Islam mengajarkan bentuk-bentuk

perekonomian baik berupa pesan moral dalam Iajarannya maupun praktek yang
dikembangkan umat generasi awal. Tujuan hukum Islam adalah kesejahteraan
umat manusia bukan semata-maia ditentukan oleh pendekatan materi sebagai
pendekatan satu-satunya, melainkan mcnempatkan ajaran-ajaran agama sebagai
basis pertimbangan dalam segala kebijakan perekonomiannya.?

Huﬁng luar negeri merunakan kebijakan realistik negara berkembang

yang neraca pembayarannya mengalami deficit, sehingga memerlukan dana

tambahan dari negara donor maupun lembaga keuangan internasional. Negara-

" Yusuf Qardawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomiar Islam, terj.
Didin Hafidhuddin, dkk., cet.l (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 57.

2 Abdul Mannan, ZYeori dan Prakiek Ekonomi Islam, terj. M. Nastangin
(Yogyakarta: Cana Bhaktt Wakaf, 1995), hlm. 230.
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negara Musliimt yang mengadopsi strategi kapitalis, seperti Indonesia, telah
menyebabkan adanya pemusatan kekayaan dan kekuasaan, serta seluruh kebijakan

yang diajukannya tidak mampu mengurangi ketidakadilan ekonomi.”

Selarra Ini, sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, permasalahan
hutang luar ncgeri pada dasarnya adalah permasalahan penghisapan sumberdaya
dari kawasan negara-negara berkembang ke negara-negara industri maju. Negara-
negara maju, melalui lembaga-lembaga internasional (seperti IMF atau Bank
Dunia), bank-hank komersiai swasta atau juga melalui badan-badan pemeriatah
mereka menyediakan dan menyalurkan dana pinjaman kepada negara-negara
berkembang melalui mekanisme tingkat suku bunga yang tidak tetap (variable
interest rate) maka jumlah nyata pinjaman tersebut semalin membengkak setiap
tahunnya. Jurmlah bunga pinjaman yang membengkak itu semakin bertambah
besar akibat nilai mata uang kebanyakan negara berkembang melorot terus
terhadap mata uang standard internasional menurut aturan rezim moneter
internasional yang menganut sistem nilai tukar tetap (fixed exchange rate).
Dengan demikian, bukannya mampu inembayar kembal: hutang-hutang mercka
bahkan membayar bunganya saja banyak yang tidak mampu. Demikianlah, sejak
krisis hutang dunia meledak pada tahun 1982, lalu lintas uang internasional
menjadi sama sekali tidak berimbang, lebih banyak uang yang mengalir dari

negara-negara berkembang ke negara-negara maju daripada sebaliknya. Secara

» M. Umer Chapra, Islum dan Tantangan I'kononii, terj. Nur Hadi lhsan dan
" "Rifgi Amar (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), him. 298-299.
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keseluruhan, arus terbalik itu mulai terjadi pada tahun 1983 dan semakin

_meningkat setiap tahunnya.”

Data terakhir tahun 1988 menunjukkan bahwa 98 negara-negara
“berkembang tclah “membayar” ke negara-negara maju sebesar US$ 32,5 milyar.
Artinya, negura-negara berkembang sebenarnya telah dihisap dan diperas melalui
mekanisme peinberian pinjaman atau hutang dengan segala peraturan tingkat suku
bunga dan persyaratan-persyaratan lainnya. Dengan kata lain, selama ini pinjaman
yang diberikan oleh nzgara-negara maju bukanny niembantu, tetapi justru malah
memeras dan menghisap negara-negara berkembang.”

Dilihat dari realitus seperti itu, maka—dari sisi negara kreditur—tujuan
utama dilakulannya transaksi hutang luar negeri haruslah demi menolong
menghidupkan kembali ekonomi negara yang dibebani hutang dan demi
membantu  kaum miskin unluk ambil bagian dalam kehidupan ekonomi dan
'memajukan kualitas hidup mereka. Demikian pula dalam hal penyelesaiannya.
Tanggung jawab penyelesaian hutang luar neger haruslah ditanggung bersama-
sama secara adil oleh negara-negara (lembaga keuangan internasional) yang

meminjamkan dan negara yang berhutang.E" Al-Qur’an telab menawarkan solusi

" Ross Hammond, “Penghisapan Negara-Negara Berkembang”, dalam Roem
Topatimasang (ed.), Huiang Itu Hutang: Krisis Hutang Luar Negeri, Kritik atas Bank
Dunia dan IMF, Statistik Huteng Asiu dan Indonesia, Dampak dan Reaksi (Yogyakarta:
Insist Press, 1999), hlm. 55.

% 1bid,

® Selama ini Bank Dunia melakukan kebijakan pengalihan sebanyak mungkin
resiko ke pundak para nasabahnya. Resiko tingkat bunga pinjaman, misalnya, dialihkan
kepada para peminjam melalui pinjaman-pinjaman dengan suku bunga yang terus
berubah-ubah (variable-rate loans) Dalam kasus pinjaman-pinjaman yang menggunakan
mata uang tunggal dengan nilai tukar tetap (fixed-rate currency), Bank Dunia
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yang realistis dan manusiawi dalam hal penyelesaian hutang, yaitu tercantum

dalam firman Allah SWT:

.0 g0k 555" 0 oS3 g 130 0y 5 pn U] 308 5 e 35 OIS O

Ayat tersebut menawarkan tiga alternatif penyelesaian hutang, yaitu:

1. Penangguban pembayaran sampai debitur punya kema.npuan mengembalikan

hutangnya. Dalam konteks hutang luar neger perlu diadakannya penjadwalan
ulang (rescheduding) pembayaran hutang bersama lembaga atau negara
kredtur.

2. Peringanan pembayaran hutang sesuai dengan kemampuan debitur. Pemberian
keringanan ini  besar-kecilnya atau prosentasinya disesuaikan dengan

kemampuzn dan kesepakatan kedua belah pihak.

L9

. Pembebasan seluruh hutang. Dalam  kondisi debitur benar-benar mengalami
kesulitan, tidak mampu membayar hutangnya, adalah sangat manusiawi dan

terpuji bila kreditur mau mermbebaskan debitur dari seluruh hutangnya.®

Prins.y yang digariskan al-Qur'an adalah tidak membcebani kepada

? Penyelesaian hutang luar negeri

mecam apaprn, manlaal langsungnya haruslah diterima  oleh negara yang

membeovankan suatu nilar harga sebagai jaminan “vesiko bunga”. Lihat Kunibert Raffer,
“Pertangoung-Cagatan Keuangan Bank Dunta: Agenda Reformasi Mendesak™, dalam
Weacana, Jurna Hmn Sosicd FPronsformatif, Bdisi 111/ Tahun Y1999, Yopyakarta: Insist,
hlm.6d.

T Al Bagarah (2) ; 280.

: M Abd. Madjid A.S., “[Hutang Luar Negeri dalam Perspektif Al-Qur’an”, dalam
Asy=Syir'al, No. 7 tabun 2000, him. 24,

) Al-Baqarah (2) ; 286.
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berhutang dan terutama bagi kaum miskin, karena dengan adanya hutang itu
sendiri berarti telah menunjukkan berkurangnya kemampuan manusia untuk

mengatur kenidupan dirinya. Dengan demikian, transaksi hutang luar negeri

.tidaklah manusiawi jika dijadikan sebagai alat untuk mencari keuntungan negara-

negara maju sebagai negara donor dengan cara mengeksploitasi negara-negara
berkembang.

Selain itu, dari sisi negara debitur, kata kunci hutang luar negeri adalah
penggunaan dana yang efisien dan ekonomis untuk investasi yang produktif
menyangkut kesejahteraan masa sckarang maupun dapat dinikmati pada masa
merndatang. Penggunaan dana hutang luar negeri oleh negara peminjam,
sebagaimana disebutkan dulam Bab II, tidak tersalurkan sepenuhnya untuk
pembangunan. Penggunaannya selama ini hanya untuk kebutuhan konsumtif
pembayaran saja, memobilisasi pertahanan untuk mempertahankan rezim

sehingga tidek menghastlkan sgsaalu untuk mengembalikan pokok pinjaman

-beserta bungwnya setelah jatuh tempo. Dengan demikian, motif yang muncul

adalah tidak meratanya pendapatan yang menimbulkan kesenjangan sosial dan

penggunaan sumber pembelanjaan yang boros. Kontrak hutang luar negeri yang
rata-rata berjangka panjang melahirkan sikap keterganiungan, karena faktor-faktor
produksi negara debitur tidak diimbangi oleh kesempatan pasar yang luas.
Perjanjian-perjanjian baru hutang luar negeri hanya mampu untuk menutup

hutang yang lzina, sehingpa tidak menghasilkan produktifitas sama sekali.'”

0 Syafig Mahmadah Hanafi, “Hutang Luar Negeri Antara Kebntuhan Rasional
dan  Kebutuhan Eus”, dalam Adsy-Syir'ah, Jurnol fimu Syari'ah, No. 7 tahun 2000,
Yogyakarta: Faxultas Syari’ah TAIN Snnan Kalijaga, 2000, him. 42.
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Selair untuk pembayaran konsumtif, hutang fuar negeri di Indonesia juga
banyak mengalami kbocoran. Banl: Dunia memberikan data bahwa sedikitnya 20
sampai 30 persen dari dana anggaran pembangunan Indonesia diselewengkan
melalui pengcluaran uang secara tidak resmi oleh staf pemerintah Indonesia dan
para politikus. Menurul Bank Dunia, besarnya korupsi yang terjadi dalam
pemerintahan tidak seragam. Mulai dari tingkat yang relatif rendah, yaitu kurang
dari 15% (mcskipun dihitung dari pinjaman yang sangal besar), yang terdapat
daiam Departemen Kesehatan dan Departemen Pertambangan dan Energi; tingkat
menengah (15-25%) dalam delapan departemen termasuk departemen pertanian,
pendidikan, pekerjaan umum, dan agama; dan tingkat tinggi (di atas 25%) dalam
empat depanemen, termasuk Departemen Kehutanan dan Departemen Dalam
Negeri.'"”

Dengan demikian, secara umum pemanfaatan hutang luar negeri oleh

negara yang berpenghasilan rendah seperti Indonesia cenderung tidak efektif,

.karena menunjukkan koreksi negatif terhadap pertumbuhan ekonorni. Negara

yang bersandar pada kebijakan ekspansi moneter dan pinjaman, kondisi
gkonominya iidak dapat dipertahankan pada jangka yzng lama karena akan
mengakibatkan inflasi. Asumsi dasar yang ditentukan bahwa pertumbuhan
gkonomi negara berkembang seperti Indonesia adalah rendah dengan kemampuan

terbatas, tidak berimbang dengan keinginan untuk selalu mengambil hutang luar

') Jeffrey A. Winters, “Hutang Kriminal, Bank Dunia dan Korupsi di
Indonesia”, dalan Wacana, Jurnal limu Sosial Transformatif, Edisi 111/ Tahun 1/1999,
Yogyakarta: Insist, hlim. 122-123.
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- 12)
negeri,

Kebyakan yang lethh fatal adalah penggunaan pinjaman untuk
membiayal rengeluaran yang sedang berjalan  sechingga berakibat pada
perekonomian yang tidak sehat dan membebani generasi mendatang untuk
membayarnya *? Dengan demikian, prinsip mas/uhbah dalain hal ini tidak
terpenuhi baik untuk generast sekarang maupun mendatang.

Hutang luar negeri harus benar-benar dimanfaatkan untuk kemaslahatan
rakyat secarz keseluruhan, baik itu untuk meningkatkan perekonomian,
pendidikan a'aupun bentuk-bentuk pemberdayaan rakyat lainnya. Hntang luar
negeri diarahkan untuk peningkatan produktifitas, bukan untuk hal-hal yang
bersifat konsumtif. Pendayagunaan hutang luar negeri untuk hal-hal yang boros
dan konsumtif akan membebani rakyat dan mengakibatkan lemahnya generasi

mendatang, Ai-Qur’an menegaskan bahwa jangan sekali-kali meninggalkan anak

cucu sebagal generasi yang lemah, sebagaimana firman Allah SWT:

™ § L

Hutang luar negeri yang besar akan menjadi beban berat bagi generasi

| mendatang suatu bangsa. Sumber daya alam akan dieksploitasi secara berlebihan

sehingga akan mempercepat proses kerusakan lingkungan hidup. Semua potensi

'2) 1bid, hlm. 43.

) M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Fkonomi, terj. Nur Hadi Thsan dan
Rifgi Amar (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 325.

™) An-Nisa® (4) : 9.
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“sumber daya alam maupun sumber daya manusia akan tersedot untuk

pengembalian dana hutang. Hal ini akan berakibat pada lemahnya generasi
bangsa, baik secara ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kehidupan. Sumber daya
manusia yang lemah tidak akan mampu bersaing dalam dunia glotal yang sangat
kompetitif, sehingga semakin tertinggal dalam percaturan dunia internasional.
Demikian juga dengan kenyataan bahwa adanya maksud-maksud yang
tidak sehat yung dilakukan oleh negara-negara kreditur maupun manajemen yang
tidak batk yang dilaksanakan lcmba_ga-lembaga keuangan internasional selama
ini,' telah menimbulkan kerusakan dan kerugian yang tidak sedikit bahkan jauh
lebih besar dari jumliah dana hutang yang diaumbil oleh negara debitur itu sendiri.

Faktor utama yang harus diperhatikan dalam kebijakan menentukan

hutang luar negeri adalah perggunaan yang efisien dan ekonomis untuk investasi

vang produkti menyangkul kesejahteraan masa sekarang maupun dapat dinikmati
pada masa n.cndatang scsuai dengan konsep musicthah. Monzer Kaht menyetujui
prinsip penyershan beban pengeluaran masa sekarang kepada generasi mendatang,
terutamna bila pengeluaran itu menguntungkan tidak nanya pada masa sekarang
tetapi juga nmusa mendatang, karera jtulah dia merumuskan bahwa hutang luar
neéeri dari suatu negara harus mencekup tiga tujuan utama, yaitu:
1. Pendanaar: bagi pengeluaran-pengeluaran darurat yang melebihi kapasitas
pajak, atau bila perlu sebagian pendanaan dari beban ini yang harus dipikul

" oleh generasi-generasi mendatang,

% Tentang manajemen yang tidak bak dalam lembaga keuangan dunia, lihat
Kunibert Raffer, “Pertanggung-Gugatan Keuangan Bank Dunia: Agends Reformasi
Mendesal”, dalam Wacana, Jurnal limmu Sosial Transformatif, Edisi 111/Tahan /1999,
Yogyakarta: Insist, him.51-87.
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2. Pendanaan program-program pembangunan dengan maksud agar beban
langsung program-program itu dipikul oleh orang-orang yang akan
menikmati keuntungan-keuntungan atau perolehan-perolehannya.

3. Penyerapan—atau suntikan, dalam kasus hutang yang tidak terbayar—
kelebihan (atau kekurangan) uang yang ada di tangan pemerintah sebagai alat

di tangan iembaga-lembaga pengelola moneter. '’

Dari ketiga tujuan utama hutang luar negeri yang dikemukakan oleh
Monzer Kahf di atas, sebenarnya yang menjadi intinya adalaﬁtidak membebani
- kesengsaraan terhadap generasi yang akan datang. Hutang luar negeri hendaknya
dilakukan dengan mempertiinbangkan maslahat dan madaratnya, baik untuk
rakyal masa sekarang maupun generasi yang akan datang. Dalam hal ini yang
nenjadi peneu:tu adalah pemerintah sebagai pembuat kebijakan hutang |uar negeri
tersebut. Semua kebijjakan pemerintah harus berpihak kepada rakyat. Hal ini

sesuai dengan kaidah;

D idall by ae JU e sl O s

Dengan demikian, masalah hutang Iuar negeri harus dilihat dari kacamata
kesejahteraan rakyat. Dari sudut etika, keputusan pemerintzh untuk mengambil
: hulé.ng luar negeri harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan

kemaslahatan, yaitu apakah hutang itu menyengsarakan rakyat dalam jangka

') Monzer Kahf, Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi. Sistem

Ekonomi Islam, terj. Machnun Husein, cet.l (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), him.
106.

' Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Figh
Islami, cet.2 (Bandung: Al-Ma’arif, 1986), him. 527.
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panjang atau merupakan bagian dari proses mensejahterakan kehiqupan rakyat
yang sebenarnya, atau apakak seluruh proses pembangunan yang menggunakan
hutang luar i:egeri itu bernnanfaat atau justru menurunkan tingkat kesejahteraan
rakyat. Dalam Islam ada konsep maslahah (kesejahteraan atau perbaikan hidup)
untuk meneniukan ukuran-ukuran apakah sesuatu tindakan ttu boleh dilakukan
- atau tidak. Karena hutang luar negeri merupakan kebijakan pemerintah, maka
hendaknya “t.ndakan dan kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus
terikat dengan kesejahteraan dan kebaikan kehidupan rakyat yaﬁg diptmpin
(tasarruf al-bnam ‘ala ar-ra‘iyyah maniit bi al-ma._s!a{za]z)”.m) Dari sudut inilah

hutang luar negeri harus dilihat.

B. Hutang Luar Negeri Menurut Hukum Islam

Suatu negara pasti mempunyai kebijakan ekonominya sendiri untuk
membiayai anggaran-anggaran belanjanya yang dipergunakan untuk melakukan
- pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Secara umum pembangunan meliputi
bidang fisik maupun non-fisik yang dijalankan secara bersama untuk mencapai
keseimbangan lahir dan batin dalam rangka membangun manusia seutuhnya,
Secara fisik diperlukan sarana dan prasaran yang dapat mendukung dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan generasi mendatang. Di antara
sumber pendapatan negara adalah pajak, cukai, éumber daya alam, dan lain-lain.

‘Jika sumber-sumber ini tidak mencukupi, maka dengan terpaksa pemerintah

% Lihat Abdurrahman Wehid, “Hutang Luar Negeri dalam Perspektif Islam”,
dalam Jayadi Damanik, dkk. (eds.), Membangun di Tengah Pusaran Hutang: Tinjauan
Multidisipliner Hutang Luar Negeri dan Pembangunan [ndonesia, cet.1 (Yogyakarta:
Interfidei, 1996), him. 137-140.



107

berpaling kepada pinjaman luar negeri karena berharap dapat mempercepat laju
pembangunan.

Pinjaman luar negeri merupakan kebijakan ekonomi yang identik dengan
negara berkernbang dalam menjalankan perekonomiannya. Dalam pembangunan
negara berkembang tersebut dibitubkar modal sebagai penunjang setluruh

aktivitas perckonomian, baik yang berkaitan dengan program yang sedang

berjalan maupun pada bidang-bidang yang akan dikembangkan. Negara-negara

berkembang, seperti Indonesia, biasanya tidak mempunyai modal yang cukup
untuk mendanal pembangunan dalam negerinya sehingga diperlukan upaya dalam
rangka penggalian dana sebagai kebutuhan pokok penunjang pembangunan.

Sektor-sektor nendanaan yang dapat diupayakan adalah dengan pinjeman/hutang

~dari luar negeri, bailk melalui lembaga-lembaga keuangan seperti IMF, Bank

Dunia, maupun negara-negara yang mempunyai perhatian terhadap negara-negara
berkembang secara langsung, misalnya negara-negara denor yang tergabung
dalam IGG1/C(;] dalam kasus Indonesia.

Bagi negara Indonesia, yang mayoritas penduduknya adalah Muslim,
persoalan hutang luar negeri diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan pemerintah
dalam mengelola perekonomian negara. Pemerintah Indonesia banyak menerima
dana pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IGGI/CGI,
IMF, ADB, Bank Dunia dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga keuangan
internasional tersebut berbasis pada sistem perekonomian kapitalis, sehingga
pengelolaannya berdasarkan pada sistem Jinferes! (bunga) sebagaimana

pengelolaan pada perbankan konvensional. Padahal pengelolaan perbankan yang
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berdasarkan pada bunga (interest) tersebut, menurut sebagian besar anggapan
masyarakat Muslim Indonesia, termacuk ke dalam kategori riba yang diharamkan
oleh Islam.

Perscelan riba tidak akan terlepas dari masalah teori pembungaan uang.
Identifikasi ini telah begitu kuat di kalangan masyarakat Muslim. Sepertinya telah
menjadi kehendak sejarah bahwa bunga (inferest) dalam institusi keuangan
dewasa 1ni inenjadi instrumen yang sangat urgeni di hampir semua sistem

“ekonomi dunia. Bunga (interest) telah diterima sebagai suatu kewajiban dan
dianggap sebagai salah satu ciri perekonomian modern. Bahkan bunga (inserest)
telah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk dinikmati dan
dimanfaatkan dalam proses perputaran keuangan dan kegiatan bisnis. Selain itu,
bank dan insutusi keuangan lainnya, seperti IMF dan ADB, sebagai lembaga
pelfantara antara sektor riil dan moneter telah mendesain sedemikian rupa untuk
menjadikan hunga (inferest) supaya bisa merangsang investasi, tabungan dan
kredit. Dengan suatu terminologi tersendiri, dapat dikemukakan bahwa bunga
(interest) dan perbankan adalah dua kata yang infern dan tidak dapat dipisahkan.
Fenomena ini telah menjadi ciri dan urat nadi kehidupan bisnis dan keuangan
dalam perananrya menggerakkan perdagangan, industri dan aktivitas

. -
perckonomian.'”

Dalaia perekonomian 1nodemn, di mana sistem Kkapitalis telah

mendominasi sistem perekonomian dunia, hampir semua transaksi yang berkaitan

" Abd. Salam Arief, “Bark Islamn: Suatu Alterratif Pemberdayaan Ekonomi
Umat”, dalam /L:y-Syir 'ah, No. 7 tahun 2000, hlm. 28.
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dengan pinjari-meminam  antar-negara didasarkan pada sistemn kapitalis tersebut
yang lercernan dalam  pengefolaan bank konwvensional. Bank pada dasarnya
merupakan lembaga perantara dan penyalur dana antara pihak yang berkelebihan
dengan pihak yang kekurangan dana. Peran ini disebut firancial intermediary.
Dengan  perkataan lain, pada dasarnya tugas bank adalah menerima simpanan dan
memberi pinj:man. Dalam kegiatannya sebagai financial intermediary wmi muncul

' . . 208
apa yang diseout bunga.

Sebagaiman halnya bank, lembaga-lembaga keuangan interas!onal juga
berperan  sevagai fiwancial  intermediary. Lembaga-lembaga keuangan
internasional  tersebut  menerima dana dari nepara-negara donor dan
menyalurkannva kepada negara-negara peminjam. Narmun ada juga negara donor
yang langsuny memberikan pinjamannya kepada negara penerima tanpa melalui
lembaga keuangan internasional.

Dalain perbankan, untuk memperoleh pinjaman, seseorang harus dapat
meyakinkan pthak bank bahwa dirinya mampu membayar hutang sesvai dengan
kontrak (perjanjian) berikut bunganya. Agunan dan produktifitas yang
direncanakan calon peminjam menentukan yakin dan tidaknya bank atas calon
peminjam terssbit. Meskipun calon peminjam mempusnyai agunan, tetapi apabila
pinjaman itu untuk kepentingan konsumtif, maka bank tidak akan

- memberikannya.?”) Demikian juga halnya dengan lembaga-lembaga keuangan

D Muhammad Zuhri, Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbantan: Sebuah
Tilikan Antisipatif, cet.2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 144-145.

2 pbid. him. 155.
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intemasional, seperti IMF dan ADRB. Hutang luar negeri yang dikelola melalui
lembaga tersebut didasarxan pada kepercayaan lembaga tersebut ataupun negara
donor setelah mengevaluasi kondisi dalam negeri negara peminjam melalui
berbagai segi. Kepercayaan tersebnt sebagai faktor yang penting dan merupakan
jaminan yang tidﬁk hanya didasarkan pada kepentingan ekonomi, tetapi juga
menyangkut politik maupun kondisi dalam negeri yang positif.zz)

Dengan demikian, sebagaimana pada lembaga perbankan biasa, aktivitas
" lembaga-lembaga keuangan internasional dititikberatkan pada kegiatan produksi,
vaitu untuk kepentingan investasi produktif, bukan kepentingan yang bersifat
konsumtif.

Sebagaimana telah disebutkan dalam Bab {Il bahwa bunga pinjaman
terdiri dari dea kategori, vaitu bunga dari pinjaman konsumtif dan bunga dari
pinjaman produktif. Dilihat dari sifatnya, sebagaimana dikemukakan di atas,
pinjaman lua negeri merupakan pinjaman produktif, karena dipergunakan untuk
penanaman niodal di dalam negeri dan juga untuk sektor-sektor industri lainnya.
Berkaitan dergan bunga dari pinjaman produktif ini kiranya perlu dikemukakan

pendapat Muaawir Sjadzali yang menyatakan kehalalan bunga bank karena
dianggap lebih banyak mantaatnya. Menurutnya, perlu diakui bahwa sistem bunga
bank itu dalam pelaksanaannya tidak selalu baik, dan bahkan dapat mencelakakan
beberapa nasaoah yang meminjam uang dari bank. Tetapi, menurutnya, jumlah

nasabah yang merasa tertolong oleh sistem bunga yang diberlakukan oleh bank-

2 George G. Kaufman, The U.S. Financial System, cet.4 (New Jersey: Prentice
Hall, 1989), hlm. 510-515, sebagaimana dikutip oleh Syafiq Mahmadah Hanafi, “Hutang
Luar Negeri Antara Kebutuhan Rasional dan Kebutuhan Etis”, dalam Asy-Syir'ah, No. 7
taliun 2000, him. 30.
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bank konvensional itu jauh lebih banyak dari pada mereka yang dirugikan, karena
bank-bank konvensional yang memberlakukan sistem bunga itu merupakan
lembaga keuangan yang telah teryji dan, untuk sebagian besarnya, tidak ada pihak

yang merasa dirugikan.>”

Selain itu, Abdurrahman Wahid juga berpendapat bahwa yang
diharamkan dari riba adalah yang tersifat eksploitatif. Memang, menunutnya, ada
.hadis yang menyatakan: kullu qardin jarra munfa‘atan fauhuwe riba@? (setiap
transaksi yang memberikan kompensasi adalah transaksi riba), namun itu harus
dipahami bahwa orang diharuskan untuk tidak berorientasi eksploitatif, tidak
memanipulasi kondisi yang menyebabkan transaksi hutang hanya berpihak pada
kepentingan pemberi hutang. Dengan demikian, semangat agama Islam adalah
menolak manipulasi kondisi ekonomi untuk kepentingan satu pihak saja, yaitu
pemilik uang. Abdurrahman Wzhid juga mengutip pendapat Yusuf Qardawi yang
menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan pinjaman yang berkompensasi,
yang haram, yvang harus dijauhi, adalah pinjaman yang maniputatif, pinjaman

yang tidak produktif, yang bers;fat konsumtif.*”

2 M unawir Sjadzali, [jtihad Kemanusiaan, cet.l (Jakarta: Paramadina, 19973,
lilm, 65, lihat juga hlm. 14-15.

2 Hadis riwayat al-Haris ibn Abu Usamal dar: Ali ibn Abi Talib, sanadnya
diangpgap len:ah. Menuwrut Baihaqi ada saksi lemah mendukung hadis tersebut dari
Fadalal; ibn “Ubaid. Menurut Bukhuri ada hadis mauguf yang memperkokoh hadis
tersebut dari Abdullah ibn Salam. Likat Muhammad ibn Isma’il as-San’ani, Subu! as-
Sarlam (Indonesia: Maktabah Dahlan, 1), 111z 533,

*) Avdurrahman Wahid, “Hutang Luar Negeri dalam Perspektif lslam”, dalam
Jayadi Damanix, dkk. (eds.), Membangun di  Tengah Pusaran Hutang: Tinjauan
Mudtidisiptiner Hutang Luar Negeri dan Pembangunan  Indunesia, cet.] (Yogyakarta:
Interfidet, 1996}, him. 132-133.
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Monzer Kahf dalam bukunya, /ckononi fslum, juga berpendapat bahwa
larangan lIslam terhadap bunga Lerbatas pada bunga piniaman konsumtif dan tidak
ber_]aku bagi pinjaman produktif berdasarkan kenyataan bahwa bunga yang

disebut pertarna merupakan eksploitasi terhadap orang miskin yang memerlukan
pinjaman dan bertentangan dengan semangatl Islam. Sedangkan bunga yang
disebut kedua dalam kenyalaannya merupakan kegasama antara pemberi
pinjaman dan peminjam untuk meningkatkan pemanfaatan harta, dan mereka

berdua seharusnya ikut sama-sama menikmati peningkatan tersebut.*”

Bungn bank pada dasarnya hanyalah merupakan proses pengelolaan
(baning operation) dalam konteks profit-sharing dari upaya produxsi. Seseorang
dapat meminjam uang dan menggunakannya untuk memproduksi sesuatu dan
menjualnya kepada orang lain (batk berupa jasa ataupun barang), dan uang yang
digunakan/ diputarkan untuk kepentingan produksi itu {telah menghasilkan
keuntungan) dikembalikan dalam bentuk profit-sharing yang merata dengan
memperhitungkan ongkos-ongkos adminstrasi dan resiko-resiko yang jumlahnya

memang keci} >”

Setelah dilihat pendapat beberapa ulama kontemporer di atas Jan setelah
| diketahur bahwa substansi riba adalah zu/m, sebagaimana telah disebutkan dalam
Bab Ili, maka dapat dikatakan bahwa suku bunga yang terjangkau oleh
masyarakat luss, tidak bersifat menindas perekonomian golongan ekonomi lemah,

tetapt sebaliknya mendorong pertumbuhan ekonomi yang semaxin baik. Jika

*) Monzer Kahi, ffkononmi [slom, hlm. 90.

) 1bid, hlm. 134.
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dikaitkan dengan riwayat-riwayat yang melatarbelakangi pelarangan riba, suku
bunga yang sangat tinggi dapat disejajarkan dengan praktek riba di zaman
Jahiliyyah, karena akan menyulitkan perekonomian masyarakat golongan
ekonomi lemah. Karena itu, agar semangant riba Jahiliyyah tidak merasuk dunia
perbankan kontemporer, saran para ekonom adalah agar suku bunga ditskan

_ serendah mungkin menjadi suku bunga rasional.”

Memang, kalau dilihat tahap-tahap pertumbuhan perbankan, prinsip-
prinsip dan tujuannya, maka tampak bahwa perbankan membantu umat manusia
meningkatkan perbaikan ekonomi. Dengan bank, tercipta kerjasama ekonomi
antara pemodal dan pencari modal, karena dana yang dikumpulkan bank memiliki
kemampuan kredit, baik kepada pemerintah maupun swasta. Mekanisme kerja ini
befdampak mengusir kemiskinan, sebagaimana yang dikehendaki al-Qur’an.
Idealisme bank melalui berbagai jasa yang ditawarkan telah menguntungkan
banyak orang. Maka secara prinsipil, kegiatan perbankan yang dikelola secara
- profesional dengan manajerial yang baik dan tingkat suku bunga yang rasional,
dapat dikatakan sejalan dengan prinsip perekonomian yang dibangur oleh [slam

- dalam upaya mengatasi kemiskinan.*”

Namun demikian, meskipun pengelolaan perbankan konvesional yang
dikelola secara baik diperbolehkan oleh ulama kontemporer, namun tidak mesti
merupakan jalan terbaik untuk memecahkan krisis ekonomi bangsa Indonesia.

Karena dalam prakteknya, terutana dalam kasus hutang-piutang antar-negara,

%Y Mvhammad Zuhri, Riba dutam Al-Qur’an, hlm. 177-178.

) Lihat ibid., hlm. 177.
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tidak sepi dari unsur-unsur politis yang dapat merugikan negara peminjam
(debitur). Negara-negara donor mempunyai berbagai macam kepentingan

terhadap negara debitur yang tidak hanya terbatas pada bidang ekonomi, tetapi

* juga politik. Persyaratan-persyaratan yang ditetapkan menjadi persoalan tersendiri

.yang memmtulkan beban dan gejolak serta instabilitas dalam negeri. Jadt

persoalan hutang luar negeri dalain perspektif Islam bukan saju dititikberatkan
pada masalah riba, tetapi juga masalah kepentingan-kepentingan politis dari
negara kreditur yang dibebankan kepada negara debitur.

Kalau praktek perbankan konvensional dengan manajerial yang baik
sudah dipandang boleh menurut ulama kontemporer, maka prakick hutang-
piutang antar-negara pun yang selama im dilakukan oleh Indonesia, secara teoretis
mestinya juga boleh, karena pengelolaannya sama dengan praktek hutang-piutang
datam bank kenvensional. Dengan demikian, berdasarkan argumentasi para ulama
kontemporer yang membolehkan bunga, meskipun bank konvensional dan

lembaga-lembaga  keuvangan internasional  didesarkan pada  prinsip ¢konomi

-kapitalis yang berdasarkan bunga, inestinya tidak selalu menyalahi semangat dari

al-Qurian yary rmendorong pemberantasan kemiskinan, karena dalam prakteknya
lembaga hewinpan yang sehat tdak akan meretaphan tingkat suku bunga
pimjaman vany linggl, yang berakibat akan ditinggalkan oleh para nasabah calon
peminjamn.

Namuz jika argunentasi para ulama kontemporer yang membolehkan
bunga bank i'u benar, maka yang menjadi masalah adalal:  seringkali praktek

hutang luar negeri lebih banyak merugikan pihak debitur ‘repara peminjam),
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sebagaimana telah diuraikan dalam Bab 1I. Hal ini bisa dilihat dan kasus
7 Indonesia yang telah puluhan tahun terjerat hutang dan tidak mampu untuk
melunasinya. Penyebabnya mungkin bisa diakibatkan karena adanya faktor-faktor
politik yang menjadi persyaratan dalam transaksi hutangnya, sehingga mungkin
sekali ada unsur manipulatif dari pihak pemberi pinjaman. Selain itu juga kondisi
di dalam neperi Indonesia yang terialu sering terjadinya kebocoran jika ada
pinjaman dan luar negeri disebabkan adanya birokrasi yung korup.

Untuk melihat kondisi sebenarnya kenapa hutang luar negeri tidak
memberi banvak manfaat bagi negara penerima (debitur), bahkan cenderung
berdampak negatif, ada baiknya dikemukakan pendapat Sritua Arief yang
merupakan hesil survey mengenai dampak negatif hutang luar negeri sektor
pemerintah. Pertama, hutang luar negeri menimbulkan efek negatif terhadap
tingkat tabungan di dalam negeri (domestic saving rate), oleh karena hutang luar
negeri sektor pemerintah ini membuat pemerintah bersifat santai sehingga
cenderung mengalokasikan banyak pengeluarannya untuk tujuan konsumsi.
Kedua, pengzunaan hutang luar negeri untuk mempertahankan overvalued
“cyrrency sehingga mempermudah impor untuk tujuan-tujuan yang tidak produktif.
Ketiga, sebagian besar dana hutang luar negeri sektor pemerintah dibelanjakan di
negara-negara pemberi hutang bukan di negara penerima hutang, yaitu untuk
pembelian barang-barang yang harganya di luar kontrol negara penerima hutang,
pembiayaan kehidupan mewah para birokrat asing yang mengelola pencairan
hutang, pembiayaan jasa-jasa konsultan asing, pembiayaan biaya pengapalan

barang-barang dalam rangka hutang luar negeri, dan pembiayaan kegiatan-



116

kegiatan administrasi dan public relation. Keempat, pada waktu pembayaran
ciéilan hutang beserta bunganya sudah memberatkan, maka setiap pembayaran
cicilan dan hunga hutang luar negeri jelas mengalihkan dana yang dapat
digunakan sebagai investasi domestik akibat pembayaran ini. Sementara itu,
ketidakpastian dan menurunnya insentif di kalangan investor swasta juga akan
timbul, jika berbarengan dengan hal ini terdapat pula akumulasi hutang luar negeri
yang massif nilainya dan menungpu pembayaran pada tahun-tahun yang akan

datang. Kelina, pembayaran cicilan dan bunga hutang yang massif nilainya

_menjuruskan pemerintah negara penghutang untuk mengintensifkan penerimaan

pajak yang, kemungkinan besar, akan menghambat kegiatan investasi dan

: a0
menyebabkan pelarian modal.™”

Apa yang dikemukakan di atas adalah tinjauan dari sisi negara penerima,
adapun dari sisi negara pemberi pinjaman (kreditur) adalah motif-motif yang
sengaja dibuat oleh negarg kreditur untuk membuka akses pada sumber-sumber
baﬁan baku penting bagi negara kreditur, selain itu juga untuk memfasilitasi
masuknya bwiang-barang ekspor dJari negara kreditur ke negara penerima

(debitur), memfasilitasi investor di negara kreditur yang akan menanamkan

“modalnya di negara debitur, dan meningkatkan jumlah ekspor dari negara krediiur

yang secara langsung akan meningkatkan permintaan internasional terhadap

 barang-barang produksi domestik negara kreditur.™"

" Sritua Arief, “Hutang Luar Negeri dan Investasi Asing: Mitos dan Fakta”,
dalam Wacana, Edisi [1I/Tahuan 1/1999, ilm, 24-25.

1 Munrokhim Misanam, “Hutang Luar Negeri dan Pembangunan Ekonomi
dalam Perspekis 1slam™, dalam 4sy-Syir ‘ah, No. 7 tahun 2000, hlm. 1-2,
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Memang, negara-negara pemberi pinjaman (kreditur) mempunyai
berbagai macam kepentingan terhadap negara debitur yang tidak hanya terbatas
~ pada bidang ekonomi, etapi juga politik. Persyaratan-persyaratan yang ditetapkan
-dalam transaksi hutang-piutang menjadi persoalan terserdiri yang menimbulkan
beban dan gejolak serta instabilitas dalam negeri negara peminjam. Dampak yang
sangat kuat berkenaan dengan strukturisasi bidang ekonomi akibat hutang luar
negeri adalah kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak), tarif dasar listrik, dan
pencabutan subsidi yang masih sangat dibutuhkan oleh raasyarakat

berpenghasilain rendah.™

Secara politis terkesan bahwa negara-negara pemberi pinjaman dan
lembaga-lembaga keuangan internasional penyandang dana terlalu mencampuri
urusan dalam negeri negara debitur. Kondisi ini menimbulkan sikap dilematis
'yang akan menurunkan wibawa pemerintah di hadapan rakyatnya dan kalangan
internasional pada umumnya. Perhilungan rata-rata yang diasumsikan untuk
*perbaikan ekonomi mengakibatkan beban berat bagi penduduknya sebagai
gambaran terralik untuk memulai sebuah perbaikan ekonomi yang noia bene
dananya beracal dari hutang. Dengan demikian, wibawa pemerintah dipertaruhkan
dengan masuknya pengaruh asing berupa tekanan yang harus dipenuhi. Hal
tersebut merupakan gambaran leniahnya tatanan ekonom negara debitur yang

sangat dipengaruhi oteh hal-hal di luar bidang ekonomi itu sendiri.*”

73 Syafiq Mahmadah Hanafi, “Hutang Luar Negeri”, him. 31.

B 1bid., him. 32.
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Dengan banyaknya maksud dan tujuan dari negara dan lembaga
rkeuangan iniermasional  pemberi  hutang (kreditur) dalam memberikan
pinjamannya kepada negara debitur, ditambah birokrasi yang korup dari n¢gara
debitur, maka bisa dipastikan pinjaman itu seringkali tidak berada dalam
kepentingan negara debitur. Negara debitur seringkali dipaksa untuk menerima
dengan alasan-alasan yang kurang logis hanya untuk bisa menerima dana hutang
dari negara maju ataupun dari lenibapa keuangan internasional. Dari sini bisa
terlihat bahv:a negara debitur mempunyai barguining position yané lemah
terhadap negara dan lembaga keuangan internasional pemberi hutang. Karena
itulah, praktel. hutang luar negeri seperti itu lebih sering menimbulkan beban bagi
rakyat dari negara penerima daripada menumbuhkan perekonomian bangsa.
Beban itu tidak saja berupa beban pembayaran kembali yang harus dikumpulkan
dari kantong rakyat, tetapi juga telah menurunkan kualitas kesejahteraan

masyarakat.

Selain itu, sikap ketergantungan yang berkepanjangan menempatkan
-negara debitur sebagai negara yang harus tunduk pada ncgara kreditur, sehingga
pérjanjian baru yang dibuat tidak mencerminkan unsur fair dealing karena tidak
adanya tawar menawar. Negara debitur menerima kescpakatan sepihak yang
selalu menguntungkan negara donor dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang
tidak realistis dan memberatkan mayoritas penduduk negara debitur. Dengan

demikian posisi tawar negara debitur sangat lemah bahkan cenderung tidak

memiliki barpaining position yang baik.>"

M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekononu, him. 190.
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Masatab  hukum yang wmama dalam pembahasan hutang luar negeri
~adalah adanyu bunga, selain pereyaratan-persyaratan dalam transaksi hutang-
piutang. Dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya keberadaan
bunga dalam transaksi hulang Juar negeri bukanlah menjadi faktor utama yang
menimbulkan kescngsaraan bapi ncgara penerima (debitur), apalagi bunga yang
ditelapkan adalab bunga yang kecil sebatas “biaya administrasi”. Faktor utama
vang menjad: masalah adalal hal-hal di tuar transaksi hutang-piutang itu sendiri,
baik yang be:sitat ekonomis maupun politik. Namun demikian, bukan berarti
bahwa bunga hutang luar negen tidak menjadi beban pembavaran, karena akibat
yang paling buruk dari adanya bunga adalab penciptaan sistem perekonemian
yang akan sclalu dikendalikan oleh bunga sebagai beban yang mengakumulasi.
Hal tersebut berdampak bukan saja pada aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut

. .. .. 35
sosial, kejiwaan serta politis.™

Bungs bank seperti yang dikemukakan oleh para ulama kontemporer di
atas mungkin hanya bisa dibuktikan pada bank-bank konvensional yang
melakukan transaksi secara individual, yakni antara bank dengan perscorangan.
Akan tetapi, dalam kasus hutang luar negeri ternyata bunga lebih ba:nyé.k
merugikan pihak debitur (negara peminjam) sehingga menyengsarakan kehidupan
rakyat dari ncgara debitur tersebut. Prinsip “tidak ada pihak yang dirugikan (/o
tazlimuna wa la tuzlamun)” tidak diterapkan sama sekali. Dengan demikian

keberadaan bunga pada hutang luar negeri bisa dipandang sebagai salah satu

) Muhammad Nejatullah Siddiqi, Bank fsfam, terj. Asep Hikmat Suhendi,
cet.1 (Bandung' Pustaka, 1984), him. 2.
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bentuk eksploitasi negara maju pemberi modal terhadap negara berkembang yang
miskin modal namun kaya sumber daya alam, karena dalam kenyataannya negara

berkembang yang memiliki hutang luar negeni, seperti Indonesia, merasa kesulitan

“dalam membayar cicilan bunganya saja, apalagi pokok hutangnya.

Andaikan negara-negara maju pember1 hutang itu benar-benar bermaksud
memberi  bantuan untuk pembangunan negara berkembang, kenapa tidak
ditetapkan bebas bunga? Akan tetapi masalahnya adalah dengan pemberan
hutang kepada negara berkembang yang kaya sumber daya alamnya, maka berarti
negara pemberi pinjaman tersebut akan memperoleh keuntungan yang besar pula.
Dengan demtkian, yang terjadi dalam transaksi hutang-piutang itu adalah
eksploitasi negara berkembang oleh negara-negara maju, sebagaiinana telah

dijelaskan di atas. Dari sini dapat dilihat bahwa dalam transaksi hutang-piutang itu

ada unsur manipulasi (garar) dari negara-regara maju untuk mengeruk kekayaan

(mengeksploitasi) negara berkembang, baik melalui bunga pinjaman maupun

‘persyaratun—pcrsyaratan yang ditetapkan dalam transaksi/kontrak hutang-piutang

antar-negara (ersebut,

Dengan demikian, kebijakan hutang luar negeri seperti diuraikan di atas
udak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah (ekonomi Islam), baik menyangkut
sistem yang didasarkan pada bunga yang cenderung memberatkan negara
peminjam; mvnyangkut transaksi karena debitur tidak mempunyai daya tawar
(b(-n'gammg position) schingga cenderung, bahkan seringkali, merugtkan pihak
debitur; maupun menyangkut pemanfactannya yang tidak efektif sehingga tidak

mendukung kesejahteraan rakyat sorta tidak mengangkat derajat kehidupan dan
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kemakmuran yang merata sesual dengan prinsip masfahat. Priusip-prinsip
ekonomi Islain tentang hutang-piutang tidak diterapkan sebagar acuan dasar
negara Mushim, seperti Indonesia, dalam melakukan transakst hutang-piutang

3,
antar-negara.

Memang, jangankan menawar untuk menerapkan prinsip dasar ekonomi
Islam dalam menghadapi negara kapitalis pemberi pinjaman,- posisi tawar
(bargaining pusition) pihak debitur pun sangat lemah bahkan cenderung tidak
memiliki  barcaining position yang baik, karena dihadapkan pada kebutuhan yang
mendesak. Persyaratan yang harus dipenuhi merupakan keputusan sepihak negara
kreditur yang cenderung lebih menguntungkan mereka. Unsur kerelaan yang
scharusnya «diterapkan pada kedua belah pthak tidak dijalankan scbagaimana
_ mestinya dengan melihat kebutuhan yang mendesak dari negara debitur. Negara
debitur terpaksa menerima paket pinjaman dengan persyaratan yang memberatkan
.sekedar untuk menjalankan pembangunan dalam negerinya. Perjanjian hutang-
piutang yang dibuat tersebut tidak dapat memenuhi kualitas yang ditentukan

hukum Islam sehingga tidak berdampak hukum dan cenderung tidak dapat
dibenarkan karena termasuk ke dalam aged baril>” Ttu adalah dar sisi proses
transaksi. Sedangkan dari sisi kebijakan pemerintah negara peminjam, dalam

kasus ini adalah Indonesia, maka disebabkan karena penggunaan dana hasil

hutang luar negeri itu ticak mendukung kesgjahteraan rakyat serta tidak

9 Syafiq Mahmadah Hanafi, “Hutang, Luar Negeri”, him. 44.

D fhid, dengan mengutip pendapat Wahbal az-Zuhaili, Al-Figh af-Islami wa
Adiftatubu, cet.2 (Damashus: Dar al-Fikr, 1989), 1V: 204.-205.



mengangkat derajat kehidupan dan kemakmuran yang merata sesuai dengan

prinsip smasluhah, maka kebijakan pemerintah seperti itu dipadang tidak sesuai

dengan prinsip-prinsip dasar ajaran 'slam yang menekankan kemaslahatan seluruh
rakyat sesua: dengan kaidah tasurryf al-imam ‘ald ar-ra‘iyyah maniit bi al-
mastuhicih.

Pemenfaatan pinjaman melalui hutang fuai negeri merupakan kebijakan
yang dapat dinenarkap sccara hukum selama dalam kerangka ajaran agama. Hal
tersebut merpakan sebuah upaya untuk mengangkat derajat kebidupan dan
kemakmuran vang merata sesuai dengan prinsip maslahat. Kebijakan tersebut
merupakan kcbijakan dalam bernegara serta pergaulan masyvarakat internasional,

dan pada kenyataannya tidak semua negara Muslim tergolong negara yang

“mampu menyelenggarakan pembangunannya dengan modal szndiri. Negara-

negara Muslim kaya dan lembaga keuangannya belum mampu untuk memberikan
dana pinjaman secara memadai.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan kedudukan hukum hutang luar
negeri dari perspektif Islam, yaitu praktek dan proses serta implikasi dari hutang
luar negeri tidak sesuai’dengan ajaran Istam. Ketidaksesuaian ini bisa dilihat dari
tiga hal: Periama, hutang yang didasarkan pada bunga. Bunga yang dipraktekkan
dalam transaksi hutang-piutang antar-negara mengarah pada riba yang dilarang
al-Quran, karena prinsip /d tazlimin wa ld tuzlamin (tidak ada pihak yang
dirugtkan) tidak teraplikasikan. Aedua, transaksi hutang-piutang antar-negara
tersebut melanggar prinsip fair dealing dalam Islam. Dilihat dari prosesnya,

terlthat tidak ada unsur tawar-menawar yang adil, sehingga hutang luar negeri
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~ telah menyebabkan jatuhnya martabat bangsa, padahal Islam mengajarkan untuk
- senantiasa menjaga integritas baik secara individual maupun bangsa. Ketiga,
pemanfaatan hutang luar negeri oleh negara peminjam, dalam hal ini Indonesia,
tidak memihak pada kepentingan rakyat banyak schingga menimbulkan
kesengsaraan. Dalam hal ini pemnerintah tidak menganut kaidah “fasarruf al-imam
‘old  ar-ra‘iyyah maniy bi al-masiahah” (tindakan dan kebijakan seorang
pemimpin terhadap rakyainya harus terkait dengan kesejahteraan dan perbaikan

kehidupan rakyat yang dipimpir).



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan penelitian ini, ada tiga permasalahan yang berkaitan dengan
hutang luar regeri dalam perspektif sistem eckonomi Islam, yaitu yang berkaitan
dengan bunga, proses fransaksi, dan penggunaan dana hasil hutang oleh negara
debitur. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian 1m
adalah:

1. Ulama kontemporer mendasarkan kehalalan bunga bank pada prinsip /a
tazlimuna wa la tuzlamin, yakni tidak ada pihak yang dirugikan baik kreditur
maupun dJdebitur, karena itulah mereka berpendapat bahwa bunga yang
diperbolehkan hanyalah bunga yang ada pada pinjaman produktif, bukan
kopsumtif, sebagaimana yang dipraktekkan pada bank konvensional. Prosedur
dan pengelolaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional adalah sama
dengan prosedur yang ada pada bank konvenstonal, karena itu lembaga
keuangan internasional juga memberlakukan bunga terhadap transeksi
pinjamannya. Akan tetapi ternyata, bunga pinjaman yang ada pada bank
mempunyal dampak yang berbeda dengan bunga yang ada pada pinjaman luar
negeri, scringkali bunga yang ada pada hutang luar hegeri lella'ih banyak
merugikan pihak debitur (negé.'fa peminjam). Hal ini diakibatkan karena

kondisi negara peminjam yang miskin modal, sementara dana pinjaman

124



kebanyakan kembali lagi ke negara-negara peminjam dalam bentuk yang lain
dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam negara peminjam. Dengan
demikian, bunga yang dipraktekkan dalam transaksi hutang-piutang antar-
negara tersebut mengarah pada riba yang dilarang al-Qui’an, karena prinsip la
tazlimun wa 1a tuzlamun (tidak ada pihak vang dirugikan) tidak weraplikasikan.

2. Dilihat dan prosesnya, transaksi hutang-piutang antar-negara tersebut
melanggar prinsip fair dealing, karena dalam praktek transak_si hutang luar
neglcri tidak ada unsur tawar-menawar yang adil. Persyaratan yang ditetapkan
merupakan  keputusan sepithak negara kreditur yang cenderung lebih
menguntungkan mereka. Dalam transaksi hutang-piutang antar-negara, negara
peminjam {debitur) biasanya negara berkembang (negara miskin) yang dalam
keadaan mendesak membutuhkan banyak dana, sehingga persyaratan apapur
yang ditetapkan oleh negara kreditur tidak akan banyak dipertimbangkan,
karecna memang nepara peminjam tidak mempunyai bargaining position
samasekali. Karena itulah hutang luar negeri seringkali menyebabkan negara
debitur dirugikan. Selain itu, transaksi hutang-piutang antar-negara tersebut
juga dijadiian sebagai alat bagi negara maju untuk mengeksploitasi negara
berkemb;euzg yang kaya akan swmnber daya zlam. Hal ini terlihat dari
banyaknya maksud dan kepentingan dari negara kreditur (negara-negara maju)
dalam meinberikan dana pimjaman. Dengan demikian, bisa dipastikan hutang-
ptutang itu seringkali tidak berads dalam kepentingan negara penerima.

3. Pemanfaawan hutang luar negeri oleh negera peminjam, dalam hal ini

Indonesia, tidak memihak pada kepentingan rakyat banyak sehingga
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menimbulkan kesengsaraan. Pengalokasian dana hasil hutang luar negeri oleh
negara peminjain banyak digunakan untuk tujuan konsumsi. Selain itu juga
sebagian besar dana hutang luar negen tersebut dibelaryakan di negara-negara
pemberi hutang, bukan di negara penerima hutang, yaitu untuk pembeliran
barang-barang vyang harganya di luar kontrol negara penerima hutang,
pembiayaan kehidupan mewah para birokrat asing yang mengelola pencairan
hutang, pembiayaan jasa-jasa konsultan asing, pembiayaan biaya pengapalan
barang-barang dalam rangka hutang luar negeri, dan pembiayaan kegiatan-
kegiatan admunistrasy dan  pudfic relation. Dengan cemikian, disebabkan
karena penggunazan dana hasil hutang luar negeri itu tidak mendukung
kesejahteraan rakyat serta tidak mengangkat derajat kehidupan dan
kemakmuran yang merata sesuai dengan prinsip maslahah, maka kebijakan
pemerintah seperti itu dipadang tidak sesuat dengan prinsip-prinsip dasar
ajaran Islam yang menckankan kemaslahatan seluruh rakyat. Dalamn hal ind
pemerintah tidak menganut kaidah “/asarruf al-imam ‘old ar-ra‘iyyah manuj
bi al-maslahak” (tindgkan dan kebijakan seorang pemimpin terhadap
rakyainya harus terkait dengan kesejahteraan dan perbaikan kehidupan rakyat
yang dipimpin).

Dengan demikian, hutang luar negeri dipandang tidak sesuai dengan
prinsip-prinsip dasar perekonomian Islam, terutaman prinsip ekonomi Islam yang
menyebutkan: tidak saling merugikan antara pihak debitur dan kreditur (hal ini
ditunjukkan dengan adanya bunga yang eksploitatif dan tidak adanya fuir

dealing), serta pemanfastan hutang untuk kemaslahatan manusia (ditunjukkan
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dengan pemanfaatan dana hutang oleh negara debitur untuk tujuan-tujuan yang

tidak mensejahterakan rakyat).

B. Saran-Saran

1. Hutang luar negeri negara-negara berkembang terhadap negara-negara maju
merupakan gambaran yang sangat jelas tentang sistem perekonomian kapitalis
yang sangat menckankan unsur-unsur matcrialistis. Pcmberlakuan sistem
ckonomi Islam merupakan suatu keniscayaan yang harus dipertimbangkan
sebagal ganti dari sistem ekonomi kapitalis tersebul. Mengingat sistetn
ekonomi Islam imi merupakan suatu sistem ekonomi yang menguntungkan
untuk masa yang akan datang, karena lebih menekankan pada aspek tolong-
menolong dan kerjasama yang baik berdasarkan moral agama.

2. Untuk membangun ekonomi masyarakat, [slam telah menawarkan (memberiakukan)
suatu solusi yang sangat baik, yaitu zakat. Zakat mencegah segala pengaruh
yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya
mendorong tercapainya kemajuan ekonomi. Sudah saatnya setiap anggota
masyarakat yang mampu; dengan penuh kesadaran mengeluarkan zakat dan
membagikannya kepada masyarakat yang tidak mampu sebagai modal usaha,
sehingga dapat menwmbuhkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara
keseluruhan, dan, dengan demikian, beban perekonomian negara akan
terkurangi dengan cara swadaya masyarakat berupa zakat. Zakal juga
merupakan solusi bagi krisis hutang yang sangat realistis, adil dan manusiawi,

‘serta dapat diterapkan secara universal, baik antar-pribadi, antar-bangsa,

maupun antar-negara.



3. Solusi apapun yang digunakan, hutang luar negeri harus benar-benar

dimanfaatkan untuk kemaslahatan rakyat secara menyeluruh. Hutang luar
negeri diarahkan untuk peningkatan produktifitas, bukan untuk hal-hal yang
bersifat konsumtif. Hal ini diikuti pula dengan penggunaan sumber daya alam
secara efektif dan ekonomis dengan menghilangkan pemusatan kekayaan dan
ketidakadilan, serta menghilangkan Lindak  korupsi ¢t  antara  para
penyelenggara negara. Peran positif pemernntah dan kepercayaan
masyarakainya merupakan modal awal yang sangat berharga sebagai niatan

baitk dalam menjalankan pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang

adil, makmur dan sejahtera.
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LAMPIRAN I

DAFTAR TERJIEMAH

Nomer

Terjemah

Urut

Fn.

BAB 1

10

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah,
pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah)
maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya
dengan lipat ganda yang banyak.

b2

11

Dan  tfolong-menolonglah  kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan iolong-menotong dalam
berbuat dosa dan pelanggaran. ‘

235

14

Supaya harta 1tu jangan hanya beredar di antara orang-
orang kaya saja di antara kamu.

26

15

Jika kamu meminjamkan kepada Allah pimjaman yang
baik, niscaya Allah melipatgandakan (pembalasan-Nya)
kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha
Pembalas Jasa Jagi Maha Penvantun.

27

15

Dan Allah meletihkan sebagian kamu dari sebagian yang |
lain dalam hal rizki, tetapi orang-orang yang dilebihkan
(nizkinya itu) tidak mau memberikan rizki mereka kepada
budak-budak yang mercka miliki, agar mercka sama
(merasakan) rizki itu. Maka mengapa mereka mengingkari
nikmat Allah? J

28

i6

Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka |
bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak
(pula) dianiaya.

29

i6

(Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang
seandainya meninggalkan di belakang mercka anak-anak
yang lemah, yang mereka  khawatir terhadap
(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab ity hendaklah mereka
bertakwa  kepada Allah dan hendaklah mereka
mengucapkan perkataan yang benar,

Urut

Fn.

BAB I

I8

68

Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang
lain dalam hal rizki

2 | 22

71

kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya,




24

72

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamaiah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah
kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di
antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganiah
penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah
mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan
hendaklah orang yang berhutang itt mengimlakan (apa
yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada
Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun
daripada hutangnya. Jika yang berhutang iiu orang yang
lemah akalaya atau lemah (keadaannya) atau dia sendin
tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya
mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan
dua orang saksi dari orang laki-laki di antara kamu. Jika
tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan
dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai,
supaya  jika seorang lupa maka seorang lagi
mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan
(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan
janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil
maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang
demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat
menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak
(menimbulkan) keraguanmu, (tulislah muamalahmu itu)
kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu
jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu,
(jika) kamu tidak menuliskannya, Dan persaksikanlah
apabila kamu berjual-beli; dan janganlah penulis dan saksi
saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang
demikian), maka sesungguhnya hal ..u adalah suatu
kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Aliah;
Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala
sesuatu.

29

74

Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.

L

31

75

Penundaan  debitur yang mampu, menghalalkan
kehormatan dan sanksi kepadanya. (HR. Bukhari).

32

75

Penundaan pembayaran hutang bagi debitur yang mampu
adalah perbuatan zalim. (HR. Bukhari dan Muslim).

34

76

Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan,
maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik,
atau balas!ah (dengan yang serupa).

35

76

Bahwasanya sebaik-baik manusia adalah yang terbaik
dalam melunasi hutangnya. (HR. Bukhari dan Muslim).

49

81

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan
riba deagan bertipat ganda. B

1i



10.

51

81

Dan sesuatu riba (tambahan} yang kamu berikan agar ia
bertambah pada harta manusia, maka riba itu fidak
menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu bentkan
berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai
keridoan Allah, maka {yang berbuat demikian) itulah
orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).

11

53

82

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami
haramkan atas mereka {memakan makanan) yang baik-baik
(vang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena
mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah.
Dan disebabkan mereka memakan nba, padahal
sesungguhnya mereka telah dilarang danpadanya, dan
karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang
batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang
kafir di antara mereka itu siksa vang pedih.

12.

56

Orang-orang yang makan (mengambil) rniba tidak dapat
berdin melainkan seperti berdinnya orang yang kemasukan
syetan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka
yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan
riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan rba. Orang-orang yang telah sampai
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti
(dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan
urusannya  (terserah) kepada Allab. Orang yang
mengulangi {mengambil riba), maka orang itu adalah
penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
Allah memusnahkn riba dan menyuburkan sadaqah, dan
Allab tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam
kekafiran dan selalu berbuat dosa.

57

33

Hai orang-orang yang benman, bertakwalah kepada Allah
dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu
orang-orang yang bertman.

14

84

95

Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka
bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak
(pula) dianiaya.

Urut

Fn.

Hlm.

Bab IV

100

Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka
berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan
menyedekahkan (sebagian atau semuva hutang) itu lebih
baik bagimu, jika kamu mengetahui.

18




103

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang
seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak
yang lemah, yang nmereka khawatir terhadap
(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka
bertakwa  kepada Allah dan hendaklah mereka
mengucapkan perkataan yang benar.

17

e

105

Tindakan dan kebjjakan seorang pemimpin terhadap
rakyatnya harus terikat dengan kesejahteraan dan kebaikan
kehidupan rakyat yang dipimpin.

Terjemahan ayat al-Qur’an diambil dari Departemen Agama, Al-Qur’an dan
Terfemahnya (Semarang: Toha Putera, 1989).
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